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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemuda adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk 

bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Bahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang sistem pendidikan nasional terkhusus pada pasal 5 membahas hak dan 

kewajiban warga negara untuk menempuh pendidikan. Sehingga pemerintah 

menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan 

pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih 

untuk melakukan persaingan. Pendidikan adalah proses, atau cara perbuatan mendidik 

untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta sikap seseorang. 

Pendidikan ditujukan supaya bisa merubah tata laku dan sikap seseorang dengan 

jalan membentuk sikap dan prilaku orang tersebut, prilaku akan membentuk karakter 

seseorang. Proses pengembangan dan pembentukan karakter sangat menentukan anak 

dimasa depan. Pendidikan yang baik maka akan menghasilkan bangsa yang baik, 

pendidikan yang buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk pula. Dengan ini 

pemerintah menyediakan wadah untuk menempuh pendidikan. 

Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku dikalangan siswa terkhusus 

para remaja yang berada pada masa prapubertas. Sekolah bukan sekedar wadah untuk 

menimbah ilmu melainkan tempat mengapresiasikan diri mereka tetapi beberapa siswa 

cenderung mengenspresikan diri mereka secara negatif. Bahkan sering kali dijumpai 
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prilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung 

dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut dengan bullying. 

Bullying berasal dari kata bully. Berdasarkan kamus bahasa Inggris bully adalah 

penggertakan, orang yang menganggu orang yang lemah.1Sehingga dapat dipahami 

bahwa bully sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti secara fisik dan 

psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang lemah. 

Bully secara sederhana diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk 

menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, terauma dan tidak 

berdaya bullying memiliki arti yang luas. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan 

anak usia sekolah, hingga saat ini praktik Bullying atau perundungan masih marak terjadi 

di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak menutup kemungkinan praktik 

Bullying tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam 

jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang 

menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang 

cukup untuk dapat mengenalkan bahwa Bullying merupakan suatu hal yang dapat 

berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua 

kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui 

kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan 

kembali apakah tindakan melakukan Bullying dapat dibenarkan dan memikirkan dampak 

apa yang akan terjadi terhadap korban Bullying.  

                                                           
1 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXV1; Jakarta: PT. Gramedia, 

2005), hlm.87. 
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Dampak dari Bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan 

seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa Bullying 

memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban 

Bullying secara berulang-ulang ataupun menjadi korban Bullying fisik. Bullying fisik ini 

biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain 

Bullying Fisik, terdapat juga Bullying verbal, jenis Bullying ini lebih sulit diidentifikasi 

karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk 

mengidentifikasi Bullying verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan 

berarti Bullying ini tidak berbahaya bagi korban, jenis Bullying verbal ini justru 

menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga 

dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri, Seperti 

yang dilansir oleh TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa “Delapan dari sepuluh 

warga Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan atau 

Bullying, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet. Pemberantasan 

Bullying di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak 

di Indonesia. Bullying yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius 

terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. Bullying 

wajib di hentikan didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian, tutur Jasra Putra 

selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Salah satu kasus nyata tindak Pidana Bullying adalah dialami oleh Bintang (alm), 

seorang siswa di SMA Negeri 1 Semarang, hal ini diungkap dengan acara Konferensi pers 

yang digelar oleh pihak SMA N 1 Semarang. Konferensi pers itu menjelaskan tentang 
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siswa bernama 3 Bintang yang meninggal di kolam renang Jatidiri Semarang, 7 Januari 

2018 lalu. Di dalam peristiwa tersebut terdapat kejanggalan antara lain ditemukannya 

rekaman video dan percakapan line, juga terdapat foto Bintang memakai bra di fitting 

room sebuah mall, video yang berisi adegan Bintang diminta ngesot di mall dan jalan 

memakai rok mini di dalam handphone Bintang. Puncaknya, Bintang diketahui 

meninggal setelah melompat ke kolam renang jatidiri dari papan loncatan. Dari kejadian 

ini dua orang berinisial AN dan MA dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap 

melakukan kekerasan. Sementara ibu korban sudah memaafkan pelaku, dan pihak 

Sekolah menyatakan bahwa kejadian ini sedapat mungkin tidak sampai ke ranah hukum.2 

Berdasarkan kejadian tersebut, bahwa korban telah mengalami tindak pidana 

Bullying yang menyebabkan kematian, dengan disuruhnya ia melompat dari papan loncat 

kolam renang, tindak pidana Bullying yang dialami juga seperti memakai bra dan 

memakai rok mini di sebuah mall, hal tersebut dapat merusak perkembangan psikis 

korban, karena menggunakan apa yang tidak sepatutnya dipakai oleh seorang pria. Kasus 

ini menyebabkan si pelaku mendapatkan sanksi dikembalikan kepada orangtuanya secara 

sepihak. Peristiwa diatas tentunya bukanlah satu-satunya tindak pidana Bullying yang 

terjadi di Indonesia, seperti dilansir dalam berita online (Tempo.Co), dengan narasumber 

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno 

Listyanti mengungkapkan 4 pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih 

didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan 

                                                           
2 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarangblak-blakan-kasus-Bullying-

berujung-2-siswa-dipecat (2 Juni 2022) 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarangblak-blakan-kasus-Bullying-berujung-2-siswa-dipecat%20(2
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarangblak-blakan-kasus-Bullying-berujung-2-siswa-dipecat%20(2
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kekerasan seksual (disampaikan kamis, 2 Mei 2019). Berdasarkan basis data, sepanjang 

bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 terjadi sebanyak 12 kasus dengan korban 

kekerasan psikis dan perundungan atau Bullying. Selanjutnya dipaparkan bahwa anak 

korban kekerasan fisik dan perundungan meliputi anak dituduh mencuri, anak di-bully 

oleh temantemannya, anak di-bully oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada pula 

permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban 

pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan oleh pihak sekolah ke 

kepolisian.3 

Berdasarkan fakta seputar bullying berdasarkan survei yang dilakukan oleh Edhie 

Prayitno Ege (03 Maret 2018) . Salah satu faktanya adalah bahwa pelaku bullying 

biasanya para siswa atau mahasiswa laki-laki. Sedangkan siswi atau mahasiswi lebih 

banyak menggosip ketimbang melakukan aksi kekerasan dengan fisik. Dari survei 

tersebut juga terdapat negara-negara dengan kasus bullying tertinggi di seluruh dunia. 

Kasus bullying di Indonesia seringkali terjadi di institusi pendidikan. Hal ini dibuktikan 

dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, tahun 2011 menjadi tahun dengan 

tingkat kasus bullying tertinggi di lingkungan sekolah yaitu sebanyak 339 kasus 

kekerasan dan 82 diantaranya meninggal dunia (Komnas PA, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Anita, dkk (2018) menyimpulkan bahwa 

perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

                                                           
3 (https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catatkasus-Bullying-paling-banyak) (2 

Juni 2022) 

https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catatkasus-Bullying-paling-banyak
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.4 

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) dan kasus kasus Bullying yang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai 

bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban tindak 

Pidana Bullying, karena memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan 

supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana 

Bullying dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera, serta menemukan 

formulasi hukum pidana yang dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah tindak 

pidana Bullying di Indonesia, karenanya skripsi ini memiliki judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Bullying Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Anak (Studi Pada SMA 1 Semarang)” 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan focus dan mendalam maka penulis 

membatasi diri hanya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak 

pidana bullying menurut undang-undang perlindungan anak (Studi Kasus SMA 1 

Semarang). 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Bullying di Indonesia” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam skripsi ini, 

maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

                                                           
4 Anita, 2018, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA 

PRAKTIK BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH, Jurnal Jendela Hukum 
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1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Bullying di 

Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak?  

2. Bagaimana penerapan hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi 

tindak pidana Bullying di Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi adalah 

sebagai berikut:  

a.  Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

Bullying di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak.  

b.  Untuk mengetahui formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam 

menanggulangi tindak pidana Bullying. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk 

pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Pidana.  

b. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih 

nyata mengenai perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku Bullying 

di Indonesia.  

c. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran 

di bidang hukum pidana yang berhubungan dengan 7 kebijakan hukum 

untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana Bullying di Indonesia.  
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d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang 

karya ilmiah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan pedoman dalam 

penelitian lain sejenis dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 

penalaran, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.  

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap 

masyarakat bahwa sebenarnya tindak pidana Bullying merupakan suatu hal 

yang tidak dibenarkan dan dapat memberikan pengaruh negatif bagi korban. 

Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

luas terhadap masyarakat, bahwa sesungguhnya pihak pelaku maupun 

korban dari tindak pidana Bullying memiliki haknya masing-masing, dan 

berhak untuk mempertahankan haknya tersebut.  

c. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di 

bidang hukum pidana terkait dengan kebijakan formulasi tindak pidana 

Bullying sebagai bahan pertimbangan untuk memberantas atau setidaknya 

mengurangi tindak pidana Bullying di Indonesia. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat Pidana penindasan (bullying) terhadap anak. Berdasarkan rumusan 

permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. 

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). 

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang 

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.  

 Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan 

dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui 

hukum dan moral. Salah satu bagian ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana 
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adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 

dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.  

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan 

itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Menentukan dengan cara bagaimana 

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar larangan tersebut. 

Dalam penerapan hukum pidana hakim terkait pada asas legalitas yang 

dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,kecuali berdasarkan kekuatan 

perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya” Hukum pidana mempunyai sifat 

yang ultimim remidium atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada 

pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini menyebabkan hukum pidana dinilai sangat 

kejam sehingga penanganannya haruslah merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya 

lain tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Mengingat sifat 

kejamnya hukum pidana ini, maka penetapan suatu perbuatan dengan ancaman 

hukumnya haruslah memperhatikan berbagai aspek kemanusiaan. Proses kriminalisasi 

dalam hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena hal ini menyangkut harkat, 

martabat dan hak asasi manusia untuk hidup.  
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Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang 

- Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak disebutkan bahwa 

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan 

kekerasan dan diskriminasi. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban bullying, 

penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik 

(internet) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). 

Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:  

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, 

psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;  

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;  

c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; 

dan  

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.  

Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan 

fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I yaitu :  
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a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

melindungi anak korban tindak kekerasan;  

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;  

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying, 

penghinaan tertuang dalam beberapa Pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 333, Pasal 351, 

Pasal 170, Pasal 335, Pasal 336 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 

76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76I, Pasal 76J dan Pasal 80. 

Selain itu, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut 

Soerjono Soekanto5 penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-

undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu : 1. Hukum ( 

Undang-Undang ) 2. Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 3. Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. 

Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni 

sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. 

Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas ruang lingkup dan 

cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun aturan dan tata letak masing-masing bab 

serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: 

                                                           
5 Soerjono Soekanto,. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 

2014, hlm. 42 
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Pada BAB I, yakni bab pendahuluan yang didalamnya meliputi: latar belakang, 

perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika 

penulisan. 

Pada BAB II mengenai Tinjauan Pustaka dimaksudkan sebagai landasan teoritik 

dalam analisis penelitian. Pada tinjauan pustaka terdapat tinjauan umum yang terdiri dari 

tindak pidana anak, yang membahas tentang pengertian anak, tindak pidana anak, bentuk 

tindak pidana anak. Tindak pidana bullying meliputi pengertian bullying, jenis tindak 

pidana bullying, unsur-unsur tindak pidana bullying. Tinjauan khusus membahas tentang 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bullying. 

Pada BAB III, metode penelitian yang berisi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, 

sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data. 

Pada BAB IV, hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian dan analisis data 

tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana bullying 

(Studi Kasus SMA 1 Semarang) membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana bullying, serta formulasi hukum pidana yang seharusnya 

dalam menanggulangi tindak pidana Bullying. 

Pada BAB V dengan judul Penutup. Dimana dalam bab ini akan diambil 

kesimpulan dan saran. 

 

 


